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'KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA 3
PROPINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a, bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang l?errr-mtu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan; g

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan int
telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan
yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara
tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah
Madrasah Ibtidaiyah Addini*Kota Medan,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pcndi«ilvikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomo#f 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomior 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4580);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubs.h dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

l] Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

' 5013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5410}; | o=

emerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib

4. Perata O kan Dasar (Lembaran Negara Republik Indon

o

Tahun 2008 Nomor g0, Tambahan |

Indor esia Nomor 4863);
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gelolaan dan Penyelenggaraan Pendi

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, T

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); |
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,

dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
_ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan  Minimal Pendidikan  di
_Ka‘bupatcn/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Ag’arha Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

Deraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaiman

ah diubah
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Kepala Kantor Kementerian Agama |

: ls:;dddt perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan

curikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau B

b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi
sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketenfuan
peraturan perundang-undangan,

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dajfam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
habil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan madrasah gebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 2 Mei 2016

KEPALA KANTOR WILAYAH
BB Y ATERA UTARA
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| M1, ADDINI
111212711057
JI.Wilem Iskandar, Gg,Pamio, No.1 10F
Desa / Kelurahan Indra Kasih
Kecamatan Medan Tembung ¥
L N' ' ’ Propinsi Sumatera Utara
4 Nama Organisasi Penyelenggara |YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ADDINI
B S |Akte Notaris Organisas No. 1 Agus, SH, MKn Tanggal 19 Juni 2014
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KEPALA KANTOR WILAYAH




